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ABSTRAKSI 
 
Korupsi dewasa ini sudah semakin berkembang baik dilihat dari jenis, 
pelaku maupun dari modus operandinya, Apabila dilihat dalam kasus korupsi 
yang  ada  di  Indonesia  pelakunya  tindak  pidana  ini  adalah  orang  yang 
memiliki kedudukan dan sosial ekonomi yang tinggi. Sebelum dibentuknya 
pengadilan tindak pidana korupsi di daerah, segala macam pemeriksaan 
perkara korupsi di limpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan setempat yang 
berwenang untuk kemudian diperiksa dan di putuskan, namun setelah 
dikeluarkanlah Undang-Undang  Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi yang menitikberatkan pemusatan kewenangan untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, dan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi berkedudukan di setiap Ibukota Provinsi. Pemusatan 
Pengadilan Tipikor di Surabaya menimbulkan masalah baru bagi Kejaksaan 
Negeri   Bojonegoro,   sebab   selain   jarak   yang   jauh,   ditambah   dengan 
banyaknya jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Bojonegoro, 
selain   itu   terkendala   oleh   keterbatasan   sarana   dan   prasarana,   serta 
sumberdaya manusia yang ahli dan professional di bidang hukum. Padahal di 
dalam ketentuan KUHAP terdapat Pasal 50 yang mewajibkan aparat penegak 
hukum  dalam  penanganan  perkara  maupun  melaksanakan  tugas 
wewenangnya dengan cepat dan tepat, dan sederhana. 
 
Kata Kunci : Kendala, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi 
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ABSTRACT 
 
Corruption is already growing adult seen from the nature, modus operandi of the 
perpetrator or, when seen in the corruption cases in Indonesia's criminal acts, the 
perpetrator is a person who has a position of high economic and social. Before 
dibentuknya corruption court criminal acts in the area, all kinds of corruption in 
the examination by the prosecutor to the court bestow local authorities for 
inspection and then decide, but having been through Act No. 46 of 2009 About 
Criminal Justice Corruption Action that emphasizes centralization of authority to 
examine,   judge,  and   decide  matters   of   corruption,   and   Criminal  Justice 
corruption Action is set in each province capital. Judgment centralization Tipikor 
in Surabaya creates new problems for the State Attorney Bojonegoro, as well as 
the distance, coupled with the large number of matters addressed Bojonegoro 
State Attorney, in addition plagued by limited facilities and infrastructure, and 
human resources experts and professionals in the field of law. Whereas in the 
Criminal Procedure Code provisions are Article 50, which requires law 
enforcement officers in the handling of the matter as well as its authority to 
perform quick and accurate, and simple. 
Keywords: constraints,  prosecution, corruption 
 
 
 
A.   PENDAHULUAN 
 
Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke 
seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1980-an langkah-langkah 
pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.1 Sampai 
begitu mendarah dagingnya korupsi juga sebagai penyakit sosial, 
permasalahannya   sejajar   pula   dengan   penyakit   sosial   lainnya,   seperti 
perjudian, prostitusi, narkotika, dan kriminal. Hanya saja korupsi dianggap 
sebagai kejahatan yang luar biasa yang memerlukan peraturan yang luar biasa 
pula. Korupsi sudah ada sejak berdirinya negara Republik Indonesia  ini yang 
dilakukan  oleh  para  penguasa-penguasa  yang  mempunyai  kekuasaan  atau 
lebih sering di dengar dengan sebutan white collar crime atau kejahatan kerah 
putih. 
 
1 Ermansyah Djaja, Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 
hal 4 
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Sebelum tahun 2009, secara umum pengadilan tindak pidana korupsi 
di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi pada Bab VII Pasal 53.2 
 
Terdapat dualisme hukum mengenai dasar hukum Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor), apabila diamati dalam konteks sidang perkara 
korupsi dapat disidangkan di dua pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan 
Umum dan Pengadilan  Tipikor. Untuk meniadakan dualisme  yang terjadi 
dalam sidang perkara-perkara korupsi dan untuk mencapai kepastian hukum, 
maka harus ada satu pengadilan. Oleh karena itu dikeluarkanlah Undang- 
Undang  Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi, menitikberatkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
berkedudukan di setiap Ibukota Provinsi. 
 
Setelah dibentuknya Pengadilan Tipikor dan pemusatan kewenangan 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, timbullah 
permasalahan   baru   yaitu   kendala-kendala   penuntutan   pada   lembaga 
Kejaksaan. Tidak dapat dipungkiri antara Kepolisian, Kejaksaan dan 
Pengadilan saling terkait satu dengan yang lainnya, saling terkoordinir, jadi 
apabila salah satu lembaga pengadilan ini diubah atau diperbarui secara 
otomatis lembaga lain yang terkait seperti Kejaksaan dan Kepolisian harus 
menyesuaikan dan mengikuti adanya perubahan lembaga tersebut. 
 
Keberadaan  Pengadilan  Tipikor  hanya  akan  menimbulkan 
penumpukan perkara karena terbatasnya sumber daya manusia di pengadilan 
Tipikor, jadi antara jumlah kasus yang menumpuk tidak sesuai dengan jumlah 
sumber  daya  manusia  yang  memadai.  Selain  adanya  faktor  penumpukan 
kasus,  keberadaan  Pengadilan  Tipikor  juga  tidak  logis,  karena  secara 
geografis wilayah teritorial Indonesia sangat luas, jika seluruh kasus korupsi 
yang ditangani oleh Kejaksaan dari Sabang sampai Merauke harus 
dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pusat, maka dari kondisi tersebut dapat 
dipastikan sulit untuk memenuhi asas peradilan dalam KUHAP yaitu Asas 
 
 
 
2 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi.,Sinar Grafika, Jakarta, hal.159 
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Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan bagi para pencari keadilan. 
Asas tersebut Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang 
Nomor 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.3  Dan tertuang dalam 
pasal 50 KUHAP dimana Tersangka mempunyai hak untuk segera 
mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada 
penuntut umum, dan kemudian segera pula diadili oleh pengadilan.. 
 
Adanya Pengadilan Tipikor di daerah, juga berdampak bagi wilayah 
Jawa Timur, dimana Pengadilan Tipikor berkedudukan di Surabaya sebagai 
Ibukota  Provinsi  Jawa  Timur.  Pengadilan  Tipikor  Surabaya  membawahi 
kasus Tipikor yang berada di daerah kota dan kabupaten yang ada di Jawa 
Timur, salah satunya Kabupaten Bojonegoro. 
 
Beberapa  tahun  ini  Pengadilan  Tipikor  Surabaya  menjadi  sorotan, 
sebab dari 1.800 kasus korupsi yang diterima Kejaksaan Agung, dan   total 
jumlah kasus korupsi yang masuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa timur 
terdapat  226  perkara,  dimana  jumlah  tersebut  merupakan  jumlah  perkara 
korupsi tertinggi di Indonesia.4 
 
Periode 2012 ini, Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah menangani 36 
perkara tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyelidikan hingga pada 
tahap eksekusi di antara 36 perkara tersebut Kejaksaan Negeri Bojonegoro 
sebagian besar menangani tentang korupsi para aparatur penjabat Kabupaten 
Bojonegoro. Contoh kasus Jamsas jaminan sosial masyarakat penyalahgunaan 
dana bantuan sosial (jasmas) oleh anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dan 
penyalahgunaan bantuan dana dari Mobile Cepu Limited (MCL) sebesar 3,8 
Miliar yang dilakukan oleh mantan Bupati dan mantan Sekertaris Daerah 
Kabupaten Bojonegoro yang menjadikan kasus Cepu ini terbesar kasus tindak 
pidana korupsi yang terdapat di provinsi Jawa Timur saat ini.5  Dari kasus- 
kasus tersebut berkas penuntutan perkaranya telah limpahkan ke Pengadilan 
Tipikor Surabaya, untuk proses selanjutnya. Namun dari pelimpahan berkas 
 
 
3Adib,  Ahmadi  (Ed),  Pengadilan  Tipikor  Pasca  Putusan  Mahkama  Konsitusi,  Masyarakat 
Transparasi Indonesia, Jakarta, 2007, hal 9. 
4 Dakta, Jawa Timur juara satu dalam jumlah kasus korupsi. http://www.dakta.com/ jawa-timur- 
juara-satu-dalam-jumlah-kasus-korupsi.html diakses pada tanggal 5 November 2012 
5 Hasil Pra Survey di Kejaksaaan Negeri Bojonegoro, pada tanggal 30 Oktober 2012 
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penuntutan perkara tersebut, timbul permasalahan yang sangat signifikan bagi 
penuntutan perkara korupsi, salah satunya yaitu mengenai jarak antara 
Kabupaten Bojonegoro dengan Kota Surabaya yang jauh, lebih kurang 112 
km sebelah barat dari kota Surabaya. 
 
Permasalahan  ini  menjadi  rumit,  sebab  selain  jarak  yang  jauh, 
ditambah dengan banyaknya jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri 
Bojonegoro,  selain  itu  terkendala oleh keterbatasan  sarana dan  prasarana, 
serta sumberdaya manusia yang ahli dan professional di bidang hukum. 
Padahal di dalam ketentuan KUHAP terdapat Pasal-pasal yang mewajibkan 
aparat penegak hukum dalam penanganan perkara maupun melaksanakan 
tugas wewenangnya dengan cepat dan tepat, dan sederhana. 
 
Kendala  diatas  yang  menjadikan  tidak  efisiensinya  lembaga 
Pengadilan tindak pidana korupsi, karena tidak tercapainya asas yang 
terkandung dalam Pasal 50 KUHAP yaitu asas peradilan cepat, sederhana, 
dan biaya ringan ditambah pula terdapat bukti dari beberapa kasus tindak 
pidana yang ada di Jawa Timur diputus dengan tidak maksimal, dan terdapat 
pula pelaku tindak pidana korupsi yang diputus  bebas dan tak sejalan dengan 
tuntutan jaksa selaku pengacara negara. 
 
Prakteknya kendala ini berdampak sangat penting karena menjadikan 
salah satu faktor utama agar suatu mekanisme sistem peradilan khususnya 
dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat bekerja semaksimal mungkin, 
sehingga perkara korupsi dapat diselesaikan dengan baik, untuk mencapai 
adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Maka dari itu penulis 
tertarik untuk mengambil judul mengenai ”Kendala Penuntutan Oleh 
Kejaksaan Negeri Bojonegoro Dalam Perkara  Tindak Pidana Korupsi Pasca 
Terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Surabaya (Studi di 
Kejaksaan Negeri Bojonegoro)”. 
 
B.   Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, ada 
beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
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1. Bagaimana   penanganan   yang   dilakukan   oleh   Kejaksaan   Negeri 
Bojonegoro   terhadap   tindak   pidana   korupsi   pasca   terbentuknya 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya? 
2. Apakah kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam 
proses penuntutan  terhadap  tindak  pidana korupsi  pasca terbentuknya 
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya? 
3. Bagaimana   upaya   Kejaksaan   Negeri   Bojonegoro   untuk   mengatasi 
kendala penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pasca 
terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya? 
 
 
C.   METODE PENELITIAN 
 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris, 
dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  yang bertujuan  untuk 
menemukan fakta  (fact-finding), kemudian diteruskan dengan menemukan 
masalah, kemudian identifikasi masalah (problem-identification), dan yang 
terakhir adalah penyelesaian masalah (problem-solution).6 
 
Jenis data yang mendukung penelitian ini adalah : 
 
1.   Data Primer 
 
Data primer adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat 
sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.7 Data 
primer dalam penelitian ini yakni hasil wawancara dengan pihak- 
pihak yang menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan 
Negeri Bojonegoro dalam melaksanaan penuntutan dalam perkara 
tindak pidana korupsi pasca terbentuknya pengadilan Tipikor 
Surabaya. 
 
2.   Data Sekuder 
 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang 
berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta 
dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini. Yang 
bersumber   dari    perpustakaan    pusat    Universitas    Brawijaya, 
 
6 H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 30 
7 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 16 
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perpustakaan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan Kota Malang, 
browsing melalui media internet serta dokumen-dokumen yang ada 
pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Pengadilan Tipikor 
Surabaya. 
 
Penelitian  dan  penyusunan  penulisan  ini,  cara  yang  digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah: 
 
a.   Data Primer 
 
Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan penulis dengan 
menggunakan teknik interview atau wawancara yakni dengan 
melakukan wawancara secara lisan atau langsung dengan 
responden. Wawancara dilakukan kepada pihak yang ditunjuk oleh 
Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai informan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
b.   Data Sekunder: 
 
Studi pustaka Buku-buku literature dan makalah Hukum mengenai 
Korupsi di PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Undang- 
undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana dan KUHP, Undang-undang Republik 
Indonesia  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak 
Pidana Korupsi. 
D.   PEMBAHASAN 
 
1. Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro 
 
Pasca Terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya 
 
Secara umum sejak dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  semua  proses  peradilan  yang  terkait 
dengan penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Bojonegoro 
yang awalnya dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dialihkan ke 
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam melaksanakan 
penanganan  perkara  tindak  pidana korupsi,  Kejaksaan  Negeri  Bojonegoro 
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salah satunya harus berpedoman kepada Surat Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Khusus Nomor : B-949/F/FPJ/06/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang 
Penetapan  Standart  Kinerja  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi.8 
Penanganan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  kejaksaan  negeri 
 
Bojonegoro,adalah: 
 
1) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 
 
Pada tahap penyidikan ini sudah ada koordinasi antara Kejaksaan Negeri 
Bojonegoro  dengan  pihak pengadilan  Tipikor  Surabaya.  Yang dimaksud 
koordinasi  di  sini  adalah  koordinasi  secara  administrasi  dengan 
mengirimkan tembusan Surat Perintah Penyidikan (P-8) dan tembusan Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), supaya pihak Pengadilan 
Tipikor Surabaya mengetahui bahwa Kejaksaan Negeri Bojonegoro sedang 
melakukan   penyidikan.9     Dalam   proses   penyidikan   yang   dilakukan 
 
Kejaksaan Negeri Bojonegoro adalah: 
 
a.  Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. 
b.  Melakukan penangkapan 
c.  Melakukan Penahanan 
 
d.  Melakukan penggeledahan 
e.  Melakukan penyitaan 
f.  Pemeriksaan Ahli 
 
g.  Pemeriksaan Tersangka 
 
h.  Pembuatan Berita Acara Pendapat/Resume (BA-5) 
 
i.   Pemberkasan 
 
2) Penuntutan Tindak Pidana Korupsi 
 
Bahwa sejak dilakukan  serah  terima tersangka  dan  barang bukti  dari 
Penyidik   kepada   Penuntut   umum   (Tahap   II),   maka   beralihlah 
kewenangan  penanganan  perkara tindak  pidana  korupsi  dari  Penyidik 
kepada Penuntut Umum dan status tersangka beralih menjadi terdakwa. 
Jika  kewenangan  penanganan  perkara  korupsi  sudah  ditangani  oleh 
 
 
 
8 Wawancara dengan Kasi Intelejen yaitu Nusirwan Sahrul, April 2013 (diolah) 
9 Wawancara dengan Kasi Pidsus Musleh Rahman, April 2013 (diolah) 
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Penuntut Umum, maka tahapan penanganan perkara korupsi dinamakan 
 
Tahap Penuntutan.10 
 
Bersamaan dengan pelaksanaan Tahap II, maka harus diterbitkan Surat 
Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) dan jika terdakwa 
ditahan maka diterbitkan juga Surat Perintah Penahanan (T-7) dan Berita 
Acara Penahanan (BA-10). Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut 
Umum  (P-16A)  dan  Surat  Perintah  Penahanan  (T-7),  tembusannya 
disampaikan kepada Pengadilan TIPIKOR Surabaya.11 Kegiatan-kegiatan 
 
yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan perkara 
tindak pidana korupsi pada saat Tahap Penuntutan yaitu:12 
a.  Membuat Surat Dakwaan 
 
b. Melimpahkan  Perkara  ke  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi 
 
Surabaya 
 
3) Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi 
 
Setelah diresmikannya Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan 
Negeri Surabaya, maka semua perkara tindak pidana korupsi dari semua 
daerah hukum se Jawa Timur disidangkan di Pengadilan Tipikor 
Surabaya. Susunan Mejelis hakim yang menyidangkan perkara tindak 
pidana korupsi biasanya ada 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang hakim 
karier  bertindak  selaku  Ketua Majelis  Hakim  dan didampingi  oleh 2 
(dua) orang hakim ad hock (hakim non karier), masing-masing sebagai 
anggota majelis.  Namun khusus  untuk  perkara  korupsi  tertentu,  yang 
menarik perhatian masyarakat atau melibatkan kepala daerah, seperti 
ketika Kejaksaan Negeri Bojonegoro menyidangkan perkara atas nama 
Drs. Moh. Santoso (Mantan Bupati Bojonegoro) dan Drs. Bambang 
Santoso (Mantan Sekda Bojonegoro), susunan Majelis Hakim terdiri dari 
5 (lima) orang, 3 (tiga) hakim karier dan 2 (dua) hakim ad hoc.13 Adapun 
 
Tahapan persidangan yaitu sebagai berikut: 
 
a.  Pembacaaan Surat Dakwaan 
 
 
 
10Wawancara dengan Kasi Pidsus Musleh Rahman, April 2013 (diolah) 
11Wawancara dengan Kasi Pidsus Musleh Rahman, April 2013 (diolah) 
12Wawancara dengan Kasi Pidsus Musleh Rahman, April 2013 (diolah) 
13Wawancara dengan Kasi Intelejen Nusirwan Sahrul, April 2013 (diolah) 
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b. Ekespsi (Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum) 
 
c.  Tanggapan JPU terhadap eksepsi 
d. Putusa Sela 
e.  Proses Pembuktian (pemeriksaan alat bukti) 
 
f.  Tuntutan Pidana 
 
g. Pembelaan (Pledoi) 
 
h. Replik / Duplik 
 
i.  Putusan Majelis Hakim 
 
j.  Sikap JPU atau Terdakwa/Penasihat Hukum 
 
4) Pelaksanaan Putusan Pengadilan/ Tahap Eksekusi 
 
Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila terdakwa atau 
penasehat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum 
atas putusan pengadilan (hakim) tersebut, maka putusan pengadilan telah 
berkekuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan (hakim) yang telah 
berkekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan (eksekusi) oleh 
Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa  sesuai dengan 
Pasal 270 KUHAP, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004, Pasal 27 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, 
dengan mempergunakan sarana administrasi berupa surat perintah 
pelaksanaan   putusan   pengadilan   (P-48),   Berita   Acara   pelaksanaan 
putusan pengadilan (BA-8), butir 14 Kepmenkeh No. M-14.PW.07.03 
Tahun 1983 dan Surat Jam Pidum No. B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 
 
1994 Perihal Eksekusi Putusan Pengadilan.14  Pelaksanaan eksekusi 
terhadap putusan pidana perkara tindak pidana korupsi ada beberapa jenis 
yaitu: 
a.  Pidana Badan, yaitu pidana penjara. 
b.  Pidana Denda 
c.  Penerpan Uang Pengganti 
d.  Eksekusi Barang Bukti 
e.  Biaya perkara 
 
 
14Wawancara dengan Kasi Intelejen Nusirwan Sahrul, April 2013 (diolah) 
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2. Kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam proses 
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi pasca terbentuknya 
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya 
Setelah   dibentuknya   Pengadilan   Tipikor   di   Surabaya   menimbulkan 
 
berbagai kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam hal 
penuntutan ataupun pelimpahan berkas perkara, Kendala-kendala tersebut 
adalah: 
1) Kendala yang dialami Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada saat pelimpahan 
perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya. 
2) Kendala Penuntut Umum dalam menyempurnakan surat dakwaan ketika 
sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. 
3) Kendala Penuntut Umum dalam melaksanakan penetapan hari sidang dan 
penetapan penahanan. 
4) Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada saat proses 
persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. 
3. Upaya   Kejaksaan   Negeri   Bojonegoro   untuk   mengatasi   kendala 
penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi 
Cara  mengatasi  berbagai  kendala  penuntutan  perkara  tindak  pidana 
 
korupsi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut 
adalah, sebagai berikut: 
1. Upaya Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengatasi kendala pada saat proses 
pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya 
a.  Upaya mengatasi kendala jarak tempuh,  waktu  dan biaya pada saat 
pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya, dilakukan dengan 
cara sebagai berikut :15 
1) Membentuk pengadilan Tipikor pada masing-masing daerah hukum 
(disetiap kabupaten) atau setidak-tidaknya disetiap koordinator 
masing-masing kabupaten, sehingga memudahkan dalam 
melimpahkan perkara korupsi ke pengadilan. 
2) Perkara korupsi yang nilai kerugiannya nya besar misalnya Rp. 1 
 
milyar ke atas, disidangkan di Tipikor Surabaya, sedangkan yang 
 
 
15 Wawancara dengan Kasi Pidsus Musleh Rahman. 15 April 2013 (diolah) 
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nilainya di bawah Rp. 1 milyar disidangkan di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro, sampai menunggu dibentuknya pengadilan Tipikor di 
Bojonegoro.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena  amanat  Pasal  3 
Undang-Undang  nomor  46  tahun  2009,  seharusnya  Pengadilan 
 
Tipikor ada di setiap daerah hukum pengadilan masing-masing. 
 
3) Disiapkan sarana tranportasi berupa kendaraan untuk operasional 
penyelesaian administrasi perkara tindak pidana korupsi. 
4) Penambahan  tenaga  tata  usaha  untuk  penyelesaian  administrasi 
perkara tindak pidana korupsi. 
5) Pengalokasian  biaya  untuk  pelimpahan  perkara  tindak  pidana 
korupsi ke Pengadilan Tipikor Surabaya. 
2. Upaya mengatasi kendala Penuntut Umum dalam menyempurnakan surat 
dakwaan ketika sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. 
Upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu membentuk pengadilan 
Tipikor pada masing-masing daerah hukum (disetiap kabupaten) atau 
setidak-tidaknya disetiap koordinator masing-masing kabupaten, sehingga 
akan lebih memudahkan jika terjadi perubahan dakwaan oleh Penuntut 
Umum, sehingga akan menutupi celah hukum bagi terdakwa untuk lepas 
dari dakwaan penuntut umum. Tetapi apabila masih melaksanakan 
persidangan di Tipikor Surabaya maka seharusnya terdapat petugas khusus 
yang ditugaskan untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor 
Surabaya, sehingga jika sewaktu-waktu ada perubahan surat dakwaan ia 
langsung bisa berangkat ke Surabaya. 
3. Upaya mengatasi kendala Penuntut Umum dalam melaksanakan penetapan 
hari sidang dan penetapan penahanan. 
Agar  penetapan  hari  sidang  dan  penetapan  penahanan  dapat 
dikirim  dengan  sarana tercepat  seperti  faximile,  sehingga dapat  segera 
dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Petugas administrasi tindak pidana 
khusus harus melakukan komunikasi yang intensif terhadap petugas di 
Pengadilan Tindak pidana korupsi untuk mendapatkan informasi jika 
penetapan sudah dikeluarkan dan ditugaskan untuk bisa mengambil 
langsung penetapan hakim ke Pengadilan Tipikor Surabaya. 
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4. Upaya Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengatasi kendala pada saat proses 
persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya yaitu: 
a.  Upaya  mengatasi  kendala  Penuntut  Umum  pada  saat  pelaksanaan 
sidang pertama di Pengadilan Tipikor Surabaya. 
Penetapan hari sidang hendaknya diterima oleh Penuntut Umum 
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 7 (tujuh) 
hari sebelum sidang, sehingga pemberitahuan kepada terdakwa dapat 
dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari menjelang sidang.16 
b. Upaya mengatasi kendala Penuntut Umum karena terbatasnya anggaran 
penyelesaian perkara Tipikor, yaitu dengan cara penambahan aggaran 
penanganan  perkara korupsi  baik  volume maupun berdasarkan  jenis 
kegiatannya. Perkara korupsi yang nilai kerugiannya besar misalnya Rp. 
1 milyar ke atas, disidangkan di Tipikor Surabaya, sedangkan  yang 
nilainya di bawah Rp. 1 milyar disidangkan di Pengadilan Negeri 
Bojonegoro, sampai menunggu dibentuknya pengadilan Tipikor di 
Bojonegoro, sehingga biaya  yang dikeluarkan juga lebih ringan dan 
menghilangkan anggapan masyarakat bahwa penanganan korupsi yang 
nilai kerugiannya kecil jika disidangkan di Pengadilan Tipikor 
menimbulkan kerugian keuangan Negara yang lebih besar karena biaya 
operasional yang harus dikeluarkan besar. 
c.  Upaya mengatasi kendala karena tidak adanya kendaraan operasional 
bagi Penuntut Umum yang melaksanakan sidang di Pengadilan Tipikor 
Surabaya. 
Harus  ada  pengadaan  kendaraan  operasional  Penuntut  Umum 
untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, edapat 
mungkin Kejaksaan menghindari untuk meminjam kendaraan 
operasional dari Pemda, karena jika menyidangkan perkara yang 
terdakwanya adalah pejabat Pemda, maka akan terjadi benturan 
kepentingan. Pengadaan kendaraan operasional Penuntut Umum 
anggarannya  tidak  mencukupi,  diupayakan  dianggarkan  untuk  biaya 
penyewaan kendaraan. 
 
 
16 Wawancara dengan Kasi Intelejen Nusirwan Sahrul, 15 April 2013 (diolah) 
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d. Upaya mengatasi kendala karena kekurangan Sumber Daya Manusia 
SDM Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. 
Penambahan personil Jaksa di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, sesuai 
dengan kebutuhan dan membentuk pengadilan Tipikor pada masing- 
masing  daerah   hukum  (disetiap  kabupaten)  atau  setidak-tidaknya 
disetiap  koordinator  masing-masing  kabupaten,  sehingga  jaksa  yang 
menyidangkan  perkara  korupsi  juga masih  mempunyai  waktu  untuk 
menyidangkan perkara tindak pidana umum.17 
 
e.  Upaya  mengatasi  kendala  pada  saat  Penuntut  Umum  menghadirkan 
terdakwa ke persidangan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan cara:18 
Membentuk   pengadilan   Tipikor   pada   masing-masing   daerah 
hukum   (di   setiap   kabupaten)   atau   setidak-tidaknya   di   setiap 
koordinator masing-masing kabupaten, sehingga akan lebih 
memudahkan Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa ke 
persidangan tindak pidana korupsi. 
 
Penyampaian penetapan hari sidang harus segera diterima oleh 
Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum bisa melaksanakan 
penetapan tersebut dan memberitahukan kepada terdakwa maupun 
kepada Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro 3 (tiga) hari sebelum 
pelaksanaan sidang dimulai. 
 
Pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro harus melakukan koordinasi 
yang baik dengan Lembaga Pemasyarakat Bojonegoro, sehingga 
memudahkan dan membantu penuntut umum dalam menghadirkan 
terdakwa di persidangan Tipikor 
 
Harus ada pengadaan kendaraan operasional untuk membawa 
tahanan, karena tanpa kendaraan tahanan pelaksanaan sidang Tipikor 
tidak akan terlaksana. 
Kejaksaan tidak semestinya meminjam kendaraan dinas Pemda 
untuk membawa tahanan karena jika tahanan tersebut adalah pejabat 
 
17 Wawancara dengan Kasubag Pembinaan Manshur, 15 April 2013 (diolah) 
18 Wawancara dengan Kasi Intelejen Nusirwan Sahrul, 15 April 2013 (diolah) 
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pemda itu sendiri atau mantan pejabat pemda, akan terjadi benturan 
kepentingan   dan   mempengaruhi   obyektifitas   dalam   penanganan 
perkara korupsi.  Jika belum  ada biaya untuk  pengadaan  kendaraan 
tahanan, maka diupayakan penambahan biaya untuk penyewaan 
kendaraan untuk operasional tahanan. 
 
Harus ada penambahan pegawai khusus untuk pengawal tahanan 
atau   penambahan   biaya   pengawalan   sehingga   pengawalan   lebih 
efektif, karena pelaksanaan pengawalan tahanan mempunyai resiko 
yang berat, dan menyiapkan rumah tahanan khusus korupsi untuk 
menampung para terdakwa korupsi yang disidangkan di Pengadilan 
Tipikor Surabaya. 
 
f.  Upaya mengatasi kendala Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi- 
saksi  ke  Pengadilan  Tipikor  Surabaya  upaya  ini  dilakukan  dengan 
cara:19 
1) Melakukan koordinasi dengan atasan langsung saksi tersebut jika 
statusnya adalah pejabat pemerintah atau karyawan swasta, guna 
membantu menghadirkan saksi tersebut di persidangan. 
2) Penuntut umum harus bisa meyakinkan saksi bahwa kesaksiannya 
sangat dibutuhkan untuk membantu aparat hukum dalam 
membuktian suatu perkara tindak pidana korupsi serta meyakinkan 
para saksi bahwa memberikan keterangan saksi adalah merupakan 
kewajibannya sebagai warga Negara dan jika tidak dilaksanakan 
maka aka nada sanksi hukumnya. 
3) Menyiapkan  kendaraan  operasional  untuk  membawa  saksi-saksi 
dari Bojonegoro menuju Pengadilan Tipikor Surabaya, serta 
menyiapkan konsumsi untuk saksi-saksi. 
4) Jika setelah tiga kali dilakukan pemanggilan secara layak namun 
saksi tetap tidak mau datang ke persidangan, maka dilakukan upaya 
paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 
 
 
 
 
19 Wawancara dengan Kasi Pidsus Musleh Rahman, 15 April 2013 (diolah) 
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g. Upaya menyelesaikan kendala Penuntut Umum pada saat pemeriksaan 
saksi-saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan terdakwa. Upaya untuk 
mengatasi kendala tersebut adalah dengan membentuk pengadilan 
Tipikor pada masing-masing daerah hukum (di setiap kabupaten) atau 
setidak-tidaknya di setiap koordinator masing-masing kabupaten, 
sehingga pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan pemeriksaan terdakwa 
menjadi lebih efektif karena factor kelelahan karena menempuh 
perjalanan yang sangat jauh dapat dihilangkan. 
h. Upaya  mengatasi  kendala  Penuntut  Umum  pada  saat  penerimaan 
putusan Pengadilan Tipikor sebagai berikut:20 
1) Setelah  putusan  dibacakan,  sesegera  mungkin  Penuntut  Umum 
meminta salinan putusan kepada Majelis Hakim. 
2) Membentuk pengadilan Tipikor pada masing-masing daerah hukum 
(di setiap kabupaten) atau setidak-tidaknya di setiap koordinator 
masing-masing kabupaten, sehingga mengurangi beban Majelis 
Hakim   Tipikor   Surabaya   dalam   membuat   putusan,   sehingga 
putusan dapat segera diberikan kepada Penuntut Umum. 
3) Penuntut umum harus secara intensif melakukan koordinasi dengan 
Panitera Pengadilan Tipikor Surabaya untuk mendapatkan putusan 
atau mengirimkan surat resmi untuk meminta putusan 
E.   PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 
 
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  sebagai  berikut: 
Dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan 
Negeri  Bojonegoro berpedoman kepada Surat Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Khusus Nomor: B-949/F/FPJ/06/2008 tanggal 4 Juni 2008 tentang 
Penetapan Standart Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. 
Secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, 
proses  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh 
Kejaksaan   Negeri   Bojonegoro   dibagi   beberapa   tahapan   yaitu   tahap 
penyidikan,  tahap  penuntutan  dan  tahap  eksekusi.  Secara  umum  sejak 
 
 
20 Wawancara dengan Kasi Intelejen Nusirwan Sahrul, 15 April 2013 (diolah) 
17  
 
dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Surabaya, semua proses peradilan dari setiap tahapan yang terkait dengan 
penanganan  tindak  pidana korupsi  di  Kejaksaan  Negeri  Bojonegoro  yang 
awalnya dilakukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka sejak saat 
diresmikan kemudian dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan 
Negeri Surabaya. 
2.    Saran 
 
a) Perlunya dibangun Pengadilan Tipikor di daerah hukum Bojonegoro atas 
setidak-tidaknya  perkoordinator  wilayah.  Sebab  dirasa  apabila 
Pengadilan Tipikor terpusat hanya di Ibukota Provinsi Jawa Timur maka 
asas peradilan cepat, tepat, dan sederhana tidak akan tercapai. 
b) Perkara korupsi yang nilai kerugiannnya besar misalnya Rp. 1 milyar ke 
atas, disidangkan di Tipikor Surabaya, sedangkan yang nilainya di bawah 
Rp. 1 milyar disidangkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, sampai 
menunggu dibentuknya pengadilan Tipikor di Bojonegoro. Hal tersebut 
dimungkinkan karena amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 tahun 
2009,  seharusnya  Pengadilan  Tipikor  ada  di  setiap  daerah  hukum 
pengadilan masing-masing 
18  
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